5.4   PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JK)

5.4 Kondisi Saat Ini	
5.4.1.1 Desain Program
Jaminan Kematian (JK) merupakan program asuransi yang memberi kompensasi kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan yang diberikan berupa sejumlah uang santunan (baik berkala maupun sekaligus) dan uang biaya pemakaman. 
Jaminan Kematian untuk pekerja sektor swasta saat ini dikelola oleh PT Jamsostek. JK Jamsostek memberi manfaat berupa santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman. Program JK Jamsostek yang tergabung dalam program paket mayoritas pesertanya adalah pekerja formal. Selain JK dalam program paket, Jamsostek juga menyediakan jaminan kematian melalui program khusus untuk pekerja konstruksi (bersifat wajib selama bekerja dalam proyek konstruksi) dan untuk pekerja mandiri/Luar hubungan kerja (bersifat sukarela dan dalam masa piloting). 
Prajurit TNI, anggota POLRI serta Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri memiliki skema jaminan kematian yang dikelola oleh PT Asabri. Dalam JK Asabri, manfaat terdiri dari Manfaat Santunan Risiko Kematian, Manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus, Manfaat Santunan Biaya Pemakaman, Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami, Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Anak (PP No 67/1991). 
Untuk Pegawai Negeri Sipil, jaminan atas pekerja yang meninggal dunia termasuk dalam program pensiun tabungan hari tua PNS, yang manfaatnya diterima saat peserta mencapai usia pensiun atau diterima oleh ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia (PP No. 25/1981). 


5.4.1.2 Manfaat
Manfaat Jaminan Kematian yang dikelola Jamsostek saat ini terdiri dari santunan sekaligus sebesar Rp10 juta, biaya pemakaman sebesar Rp2 juta, dan santunan berkala sebesar Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan. Tanggal 23 April 2012 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 yang mengatur peningkatan manfaat Jaminan Kematian (JK),dari sebelumnya total sebesar Rp16.800.000 menjadi Rp21.000.000 dan perubahan ketentuan santunan berkala untuk program JK yang sebelumnya harus dibayarkan secara berkala selama 24 bulan menjadi dapat dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000 atas pilihan ahli waris.
Dalam program Jamsostek, di tahun 2011 telah terjadi 16.738 kasus kematian yang sebagian besarnya terjadi saat peserta masih aktif (10,908 peserta atau 65,17%), sebanyak 5,538 peserta adalah peserta yang sudah non aktif dan 292 peserta telah melakukan klaim JHT tetapi masih dalam masa perlindungan selama 6 bulan. Jumlah total jaminan yang dibayarkan selama tahun 2011 berjumlah Rp. 275 miliar. 

5.4.1.3 Iuran	
Iuran jaminan kematian sebesar 0,3%dari upah, ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, Total iuran JK yang diterima Jamsostek selama tahun 2011 berjumlah sekitar Rp 729 miliar. 

5.4.1.4 Kepesertaan 
-- Content akan dilengkapi dengan koordinasi dengan Pak Mundiharno--
5.4.1.4.1 Definisi Peserta
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bagian dari program paket Jamsostek. Berdasarkan PP No 14/1993, program tersebut wajib diikuti oleh pekerja dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan. Dengan demikian, sebagian besar peserta dari program paket Jamsostek adalah pekerja di sektor formal. 
Dalam program khusus untuk pekerja konstruksi dan program tenaga kerja mandiri /LHK (luar hubungan kerja), keanggotaan peserta rata-rata bersifat lebih jangka pendek. Pekerja sektor konstruksi (harian lepas, borongan dan musiman) wajib menjadi peserta program selama mereka bekerja dalam proyek konstruksi yang bersangkutan. Program TK LHK bersifat sukarela dan saat ini masih dalam tahap uji coba (piloting) dimana iuran peserta pada 8 bulan pertama disubsidi penuh oleh pemerintah. Setelah masa uji coba diharapkan peserta meneruskan keanggotaannya dan membayar iuran. Namun sejauh ini kebanyakan peserta tidak melanjutkan keanggotaan mereka setelah masa uji coba selesai.

5.4.1.4.2 Jumlah dan Demografi Peserta
Di tahun 2011 sebanyak 254.078 perusahaan telah menjadi peserta Jamsostek. Dari jumlah tersebut, 153.938 perusahaan aktif membayar iuran dan sebanyak 100.140 perusahaan lainnya tidak aktif. Di tahun yang sama,  34.295.179 tenaga kerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek dan 10,25 juta diantaranya merupakan peserta yang aktif, sementara 24,03 juta pekerja sudah tidak aktif. 
Berdasarkan data BPS (dikutip dalam laporan tahunan 2011 Jamsostek), pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 117,37 juta dan 41,5 juta diantaranya merupakan formal. Diantara pekerja formal tersebut, 35,94 juta orang atau 86,6% merupakan pekerja swasta / BUMN. Dari jumlah tersbut terlihat bahwa jumlah peserta aktif program JK Jamsostek baru mencakup kurang dari sepertiga dari pekerja swasta formal dan sekitar sepersepuluh dari keseluruhan angkatan kerja.
Masa keanggotaan program sektor jasa konstruksi berlaku selama pekerja yang bersangkutan (borongan, harian lepas maupun musiman) dipekerjakan dalan proyek konstruksi yang tengah berjalan. Selama tahun 2011 sebanyak 4.825.099 tenaga kerja terdaftar sebagai peserta program jasa konstruksi. Keanggotaan program TK LHK bersifat sukarela. Di tahun 2011, sebanyak 145.049 orang tenaga kerja bergabung dalam program ini.

5.4.1.4.3 Karakteristik Peserta
Mayoritas pekerja yang memiliki jaminan kematian adalah pekerja sektor formal yang menerima upah yang keanggotaannya dalam program paket Jamsostek bersifat wajib. Sementara pekerja sektor informal yang memiliki jaminan kematian melalui program khusus jumlahnya masih sedikit dan rata-rata keanggotaannya bersifat sementara. Dari uji coba program TK LHK, kebanyakan pekerja tidak meneruskan keanggotaan mereka setelah masa ujicoba (dimana iuran disubsidi oleh pemerintah) selesai.
Berdasarkan sebaran wilayah, peserta JK paling banyak terdapat di wilayah III (DKI Jakarta) dengan jumlah 2.961.273 orang dan diikuti oleh wilayah IV (Jabar dan Banten) dengan 2.554.758 orang sementara wilayah VIII (Sulawesi, Maluku dan Papua) memiliki peserta paling sedikit dengan 318.944 orang.

5.4.1.5 Manajemen Aset dan Investasi 
Investasi program Jamsostek dipisahkan menjadi investasi dana JHT yang bersifat tabungan dan program-program non-JHT yang bersifat asuransi. Program non-JHT terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Program Khusus. 
Jumlah aset investasi Per 31 Desember 2011 sebesar Rp111.789,96 miliar. Dari jumlah tersebut Investasi JHT sebesar Rp98.728,21 miliar dan investasi Non JHT sebesar Rp13.085,75 miliar. Instrument program Non JHT didominasi oleh saham, deposito dan obligasi dengan proporsi 52,79%; 19,38%; dan 19,34%. Sisanya instrument lain-lain sebanyak 8,49%. Laba usaha Non JHT di tahun 2011 sebesar Rp.2.189,02 miliar.
--Akan dilengkapi dengan analisa lebih lanjut--

5.1.1 Kondisi yang akan Dicapai	
Dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional, ketentuan pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya menyangkut program jaminan kematian adalah sebagai berikut 
5.1.1.1 Manfaat	
Mengenai manfaat JK, undang undang No. 40/2004 hanya menyatakan bahwa manfaat jaminan kematian berupa uang tunai yang ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu (pasal 45). Ketentuan mengenai jumlah manfaat serta mode pembayaran manfaat (berkala, sekaligus dll) perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Perlu diingat bahwa ketika pekerja meninggal dunia anggota keluarganya kehilangan penghasilan yang sedianya diterima. Untuk mempertahankan tingkat kehidupan mereka, diperlukan perlindungan yang berkesinambungan dalam bentuk kompensasi atas penghasilan yang hilang, yang diberikan secara berkala. Dalam hal pekerja juga merupakan peserta program pensiun, maka ahli warisnya dapat menerima pensiun janda/duda, pensiun anak ataupun pensiun orang tua sebagai pengganti penghasilan keluarga yang hilang. Namun apabila peserta tidak memiliki jaminan pensiun maka manfaat kematian dalam bentuk seligus saja tidak cukup member perlindungan yang memadai. 
Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi manfaat program Jaminan Kematian dengan manfaat Program Pensiun. Ketentuan yang dibuat perlu memastikan bahwa ahli waris dari mendapat perlindungan yang memadai dalam bentuk kompensasi sekaligus maupun manfaat pensiun. Ketentuan tersebut juga perlu mengedepankan prinsip keadilan bagi pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Artinya, apabila program pensiun hanya diikuti oleh pekerja penerima upah, sistem yang ada perlu menyediakan mekanisme yang memberi manfaat memadai bagi ahli waris dari pekerja bukan penerima upah.
5.1.1.2 Iuran	
Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja  dan besarnya merupakan  persentase tertentu dari upah atau penghasilan. Besarnya iuran jaminan kematian untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
Ketentuan mengenai iuran diatas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
5.1.1.3 Kepesertaan	
-- Content akan dilengkapi dengan berkoordinasi dengan Pak Mundiharno--
5.1.1.3.1 Definisi Peserta	
Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja, dan ini mencakup pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah maupun orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Dengan demikian kepesertaan yang selama ini terfokus pada pekerja formal akan diperluas ke seluruh pekerja. Berdasarkan UU SJSN pasal 13 dan UU BPJS pasal 15, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan pentahapan tersebut  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

5.1.1.3.2 Jumlah, Perkembangan

Berdasarkan data BPS pada tahun 2011,angkatan kerja Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 117,37 juta, dimana 109,67 juta diantaranya bekerja baik di sektor formal maupun informal. Apabila pertumbuhan jumlah pekerja ini meningkat setara dengan pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2015 jumlahnya diperkirakan mencapai 120 juta lebih. 

5.1.1.3.3 Distribusi Peserta
Dengan kepesertaan wajib bagi seluruh pekerja, maka target distribusi peserta adalah di seluruh wilayah Indonesia. Keadaan tersebut akan jauh berbeda dibandingkan saat ini, dimana mayoritas peserta adalah pekerja formal dan dengan demikian kebanyakan berada di lokasi perkotaan. Hal ini berarti diperlukan strategi yang efektif untuk dapat menjangkau pekerja di wilayah pedesaan, terutama yang merupakan pekerja informal.
5.1.1.3.4 Karakteristik Peserta	
Saat ini mayoritas peserta program jaminan sosial mayoritas adalah pekerja formal. Dengan perluasan kepesertaan kepada seluruh pekerja sesuai mandat SJSN, berarti pekerja informal, yang saat ini jumlahnya sekitar duapertiga dari seluruh angkatan kerja akan secara bertahap masuk ke dalam program. Pekerja di sektor informal memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi tantangan dalam hal mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, dan penyaluran manfaat. Perlu adanya analisis mendalam untuk merancang sistem pendaftaran dan pembayaran yang disesuaikan dengan karakteristik tersebut.
5.1.1.4 Manajemen Aset dan Investasi
Berdasarkan undang undang BPJS (pasal 40), BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial dan kedua asset tersebutharus dipisahkan. BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank custodian yang merupakan badan usaha milik negara. Selain itu, juga tidak diperbolehkan melakukan subsidi silang antar program (pasal 52). 
--Akan dilengkapi dengan analisa lebih lanjut –

5.1.2 Transformasi Program	
--Akan dilengkapi dengan analisa lebih lanjut--

5.1.3 Langkah-Langkah atau Hal-Hal yang Perlu Dilakukan	
5.1.3.1 Manfaat dan iuran
--Akan dilengkapi dengan analisa aktuaria--
Dalam hal penentuan manfaat dan iuran, beberapa kegiatan berikut ini perlu dilakukan:
· Analisis atas opsi besar manfaat dan besar iuran terhadap kemampuan membayar sektor formal dan informal (dilakukan secara bersamaan).
· Analisis jenis dan mode pembayaran manfaat yang member perlindungan paling baik bagi keluarga pekerja yag meninggal dunia. 
· Penyelarasan manfaat uang tunai JK dengan manfaat pensiun janda/duda, pensiun anak atau pensiun orang tua, dan analisis alternative jenis manfaat yang bagi pekerja yang tidak memiliki pensiun.

· Konsultasi dan dialog dengan pihak pekerja maupun pengusaha untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap opsi yang dipilih.

5.1.3.2 Kepesertaan	
-- Content akan dikoordinasi dengan Pak Mundiharno untuk kepesertaan dan Pak Yan untuk unifikasi data peserta—
5.1.3.3 Strategi perluasan kepesertaan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan (dengan mempertimbangkan group sektor, geografi, mekanisme pengumpulan iuran, dll)
5.1.3.4 Unifikasi Data Pekerja  (DAN NIK)
5.1.3.5 Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi	
5.1.3.6 Penegakan Hukum	
5.1.3.7 Rekrutmen Tenaga Penyuluh Lapangan	
5.1.3.8 Pembentukan unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta

5.1.3.9 Manajemen Aset dan Investasi	
--Akan dilengkapi dengan analisa aktuaria--
5.1.3.10 Analisis Dampak Fiskal Penyelenggaraan Program JK (% dari PDB, Anggaran Pemerintah dan Gaji)	
--Akan dilengkapi dengan analisa aktuaria--
5.1.3.10.1 Analisis atas opsi besar manfaat dan besar iuran terhadap kemampuan membayar sektor formal dan informal (harus dilakukan secara bersama-sama)
5.1.3.10.2 Pemodelan keuangan
5.1.3.10.2.1 Proyeksi aset dan kewajiban dari progra
5.1.3.10.2.2 Dampak fiskal penyelenggaraan program ketenagakerjaan SJSN, sebagai persentase dari PDB dan anggaran pemerintah serta gaji	
5.1.3.11 Isu-Isu Terkait Dengan Administrasi Program Jaminan Kematian



